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Tesisini membahas tentang status dan kedudukan hukum tenaga kerja yang diperbantukan menurut
Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang K etenagakerjaan dengan perumusan masalah mengenai
pengaturan tentang pekerja perbantuan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang K etenagakerjaan,
bagai mana perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban pekerja yang diperbantukan dan bagaimana
mekanisme penyelesain perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja yang diperbantukan.
Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan alat pengumpulan data Studi
Kasus di PT Abacus Distribution Systems Indonesia dan studi kepustakaan di perpustakaan Universitas
Indonesia. G Status pegawal Garuda tersebut menurut Perjanjian Kerja Bersama Garuda | ndonesia dengan
Serikat Karyawan Garuda (PKB Garuda) adalah pegawai perbantuan. Terminologi statusini tidak dapat
ditemui dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang K etenagakerjaan. Namun jika meneliti iebih lanjut dalam
PKB Garuda dapat disimpulkan bahwa status pegawal perbantuan ini mempunyai hak dan kedudukan yang
diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang K etenagakerjaan dikarenakan terminologi pegawai dalam PKB
Garuda tersebut adalah pegawal yang telah melewati masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dimana hal
tersebut sesuai dengan hubungan kerja berbentuk perjanjian keijawaktu tidak tertentu dalam Pasal 60 ayat 1
UU No 13 Tahun 2003 tentang K etenagakerjaan. Hak dan kewajiban pegawai perbantuan juga terdapat
dalam PKB Garuda dan Peraturan Perusahaan Abacus (PP Abacus), dimana dalam hal ini Perjanjian Kerja
Bersama dan Peraturan Perusahaan merupakan salah satu ketentuan dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang

K etenagakerjaan. Hal ini membuat hak dan kewajiban pegawai perbantuan dapat menjadikan UU No 13
Tahun 2003 sebagai acuan dan pedoman hubungan kerja. Sebagaimana hubungan kerja yang terjadi di
perusahaan manapun, status pegawai perbantuan Garuda pun berpotensi akan terjadinya konflik. Hal itu
dimungkinkan terjadi karena PKB Garuda dan PP Abacus tidak mengatur secararinci mengenai mekanisme
pengajuan dan penarikan pegawai perbantuan. Garuda sebagai induk perusahaan dan Abacus sebagai anak
perusahaan perlu membuat mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang lebih jelas
bilamana terjadi masalah yang berkaitan oleh pegawai perbantuan. PKB Garuda sendiri telah mengadopsi
mekanisme bipartrit sebagaimana diamanatkan dalam UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial.
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